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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai PP No 44 tahun 

2022 terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah terhadap wajib pajak dan pengusaha kena pajak di wilayah Jabodetabek dan 

sekitarnya.  Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif  dengan pendekatan konten 

analisis faktor dengan menggunakan data 25 responden selama periode 17 Desember 2022 sampai 

dengan 5 Januari tahun 2023.Peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan pelaku 

usaha menengah  bisnis franchise di Jabodetabek. Penelitian ini sangat bermanfaat untuk 

mengetahui tingkat pemahaman pelaku bisnis perdagangan menengah terhadap implementasi  PP 

No 44 tahun 2022 terkait objek pengenaan pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai.Batasan 

penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan atas objek  pajak pertambahan nilai barang dan jasa 

dan pajak penjualan atas barang mewah di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Hasil penelitian 

adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat khusunya para pedagang dan pebisnis 

menengah atas implementasi  PP No 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak 

pertambahan nilai barang dan pajak penjualan atas barang mewah yang mendukung sektor 

pendapatan nasional. 

 

Kata kunci: PP No 44 tahun 2022,PPN,PPn BM,Wajib pajak,Pengusaha Kena Pajak 

 

Abstract 

The purpose of this study is to find out more about PP No 44 of 2022 regarding the 

application of value added tax on goods and services and sales tax on luxury goods to taxpayers 

and taxable entrepreneurs in the Jabodetabek Region. The research  method used is a qualitative 

descriptive method with a factor analysis content approach using 25 respondent data. 

Researchers used direct interviews with medium sized business people and franchise business 

people in the Jabodetabek area.This research is very useful to find out the level of understanding 

of medium sized trading businesses regarding the implementation of Government egulation No 

44 of 2022 concerning the application of the value added tax on goods and services and the sales 

tax on luxury goods and its implementation in sales transactions.The limitations of this research 

are only limited to the application of value added tax on goods and services and sales tax on 

luxury goods in the Greater Jakarta area and its surroundings. The reults of the research are to 

increase public understanding, especially traders and medium-sized businesses for the 

implementation of PP No 44 of 2022 concerning the application of value added tax on goods and 

sales tax on luxury goods that support the national income sector. 

 

Key Words: PP No 44 of 2022, VAT,PPn BM, Taxpayers, Taxable Entrepreneurs. 

 

1. PENDAHULUAN 

Peraturan Perpajakan harus dapat dipahami oleh pelaku masyarakat khususnya untuk para pelaku 

usaha di sector perdagangan dan industry yang melakukan transaksi pembelian dan penjualan 

barang dan jasa.Perlunya  Pemahaman Penerapan  Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap wajib pajak di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya 

sesuai PP No 44 Tahun 2022 yang terbagi menjadi: 
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1. Pemahaman mengenai Transaksi perdagangan barang kena pajak yang berkaitan dengan 

perdagangan secara umum khususnya perdaganagan menengah sektor perdaganagan dan 

industry di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya 

2. Pemahaman mengenai Transaksi perdagangan barang kena pajak yang berkaitan dengan 

perdagangan jenis Franchise di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya 

3. Pemahaman mengenai Transaksi  atas jasa kena pajak bagi pengusaha kena pajak  sektor 

jasa perdagangan,industri,iklandi wilayah Jabodetabek dan sekitarnya 

4. Pemahaman mengenai transaksi atas  jasa kena pajak bagi pengusaha kena pajak sektor 

usaha retail,franchising,industri dan jasa perdaganagan bebas lainnya yang diatur sesuai 

UU di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Tabel 1.1.Target Penerimaan Pajak untuk jenis PPN dan PPn BM di Wilayah Jabodetabek 

Wilayah Dan Target Capaian  2022-2023 

1. DKI Jakarta Berasal dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 

Komoditas pertambangan batubara,sawit, dan industry pengolahan baja, 

adanya program pengungkapan sukarela serta kenaikan tarif PPn 11 % mulai 

berlaku 1 April tahun 2022 

2. Bogor Berasal dari Kanwil DJP  

Wajib pajak besar  

Komoditi barang ekspor, pertanian, agrobisnis, industry pengolahan dasar 

bahan pangan,pengolahan baja, kenaikan PPn dan PPn Bm sebesar 11 % mulai 

berlaku 1 April tahun 2022dan dari program pengungkapan sukarela 

3. DepokBerasal dari Kanwil DJP  

Wajib Pajak Besar  

Sektor perdagangan barang dan jasa,industry dan perdaganagan bebas dan 

adanya kenaikan PPn dan PPn Bm sebesar 11 % mulai berlaku 1 April tahun 

2022 

4. Tangerang Berasal dari Kanwil DJP  

Wajib Pajak Besar sektor perdagangan besar dan industry bebas wilayah 

Pabean dan yang diawasi oleh pemerintah, dan adanya kenaikan PPN dan PPn 

Bm sebesar 11 % mulai tanggal 1April tahun 2022 

5. Bekasi Berasal dari Kanwil DJP  

Wajib pajak besar sektor perdaganganbarang dan jasa industry wilayah 

pabean, Kawasan industry wilayah pabean tertentu  dan yang diawasi oleh 

pemerintah khususnya yang dikenakan tarif PPn dan PPn Bm sebesar 11 % 

mulai tanggal 1 April tahun 2022. 

Sumber Data: Data diolah oleh penulis 17 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari tahun 2023 

 

Kinerja pajak hingga Agustus 2022  mengalami pertumbuhan sebesar 58,1%. (Jakarta,Berita 

pajak Kementerian keuangan, tanggal 5 Oktober tahun 2022) menyebutkan bahwa: Kenaikan 

kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan basis 

rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiscal dan adanya dampak implementatif 

Undang Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ( UU No 7 tahun 2021 berlaku efektif 

tanggal 1 April tahun 2022).Diantaranya sebesar Rp 441,6 triliyun untuk target PPN dan PPn BM 

yaitu 69,1 % mencapai target dari total anggaran pemerintah sektor pajak . Untuk penerimaan 

sectoral seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan 

ekonomi, serta bauran kebijakan antara lain phasing out insentif fiscal, pelaksanaan UU HPP dan 

kompensasi bahan bakar minyak.Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar yaitu industry 

pengolahan 29,7% tumbuh 49,4% perdagangan 23,7 % tumbuh 66,3% jasa keuangan dan asuransi 

10,9% tumbuh 15,2% pertambangan 8,9% tumbuh 23,8% dan sektor konstruksi dan real estate 

4,1 % tumbuh 10%.PPN perdagangan melalui system elektronik (PMSE). PElaku usaha PMSE 

yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 127 perusahaan dan berhasil mengumpulkan 

penerimaan PPN sebesar Rp 8,17 triliyun. Jumlah terse pada Bulan Mei tahun 2022 berasal 

http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index
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dari setoran tahun 2020 Rp 730 miliar, setoran tahun 2021 Rp 3,9 triliyun. Dan setoran tahun 

2022 Rp 3,54 triliyun.Pajak fintech yang mulai berlaku 1 Mei tahun 2022 dan mulai dibayarkan 

di bulan Juni 2022. Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei tahun 2022 dan dibayarkan di bulan 

Juni tahun 2022 dan PPn dalam negeri atas pemungutan oleh non bendahara pemerintah dan 

adanya dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April tahun 2022 yang terdapat penambahan 

penerimaan PPN sebesar Rp 1,96 triliyun pada April 2022, Rp 5,74 triliyun pada Mei tahun 2022, 

Rp 6,25 triliyun pada Juni 2022 Rp 7,15 triliyun pada Juli 2022,dan Rp 7,28 triliyun pada Agustus 

tahun 2022. 

Rumusan masalah: 1) Seberapa jauh tingkat pemahaman Pengusaha Kena Pajak terhadap 

pemberlakuan PP No 44 Tahun 2022. 2) Seberapa besar kontribusi pajak atas PPN dan PPn BM 

oleh Pengusaha Kena Pajak pasca diberlakukannya PP No 44 tahun 2022 di Wilayah Jabodetabek 

terhadap pendapatan nasional dan pendapatan daerah setempat. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian pajak menurut Prof Dr PJA Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (Yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum 

(Undang undang) dengan tidak mendapat prestasi Kembali yang langsung dapat ditunjuk dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak berfungsi sebagai penerimaan (Budjetair) dan 

fungsi mengatur ( Regulerend),fungsi stabilitas dan berfungsis ebagai redistribusi pendapatan dan 

berfungsis ebagai pertumbuhan ekonomi. PPn dan PPn Bm termasuk jenis pajak tidak langsung 

yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lainnya.Pajak tidka langsung dapat 

terjadi jika terdapat suatu kegiatan,peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan pajak terhutang 

misalnya penyerahan barang dan jasa. 

Minat beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan kecenderungan hati  yang 

tinggi terhadap sesuatu, sedangkan beli adalah  memperoleh sesuatu melalui penukaran atau 

pembayaran dengan uang.Minat beli merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu melalui 

pembayaran atau penukaran  dengan uang. Konsumen yang menginginkan sesuatu barang atau 

produk untuk dimiliki dengan mengeluarkan kas dan setara kas.Hal tersebut merupakan  perilaku 

konsumen yang ditunjukkan dengan mencari,membeli,menggunakan bahkan memberikan ulasan 

mengenai suatu produk dan atau jasa dengan harapan untuk pemenuhan  (Schifinann et al,2012). 

Di banyak negara PPN didefinisikan sebagai Value Added Taxes atau Consumtion Tax. 

Berdasarkan  Sukardji (2009) ,pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran 

yang ditujukan untuk konsumsi. Adapun karakteristiknya adalah sebagai berikut: 

- PPN Merupakan  pajak tidak langsung 

- Pajak Objektif 

- Multi stage tax 

- PPN terutang  untuk dibayar  ke kas negara  dihitung menggunakan indirect subtraction 

method/credit method/invoice method 

- PPN merupakan pajak  atas konsumsi umum dalam negeri  

- PPN bersifat netral 

- Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda 

Dalam hal ini pejualnyalah yang mengakibatkan adanya pertambahan 

nilai,tetappengenaannya pajak dapat digeser kepada pembeli (Pihak lain).PPN adalah pajak yang 

dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean dalam 

Wilayah Indonesia). Orang Pribadi,perusahaan,maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang 

Kena Pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN. PAjak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di 

Dalam Negeri.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki karakteristik pajak tidak langsung yang 

beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir.Pengusaha kena pajak (PKP) adalah Pengusaha 

yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan 

pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai namun tidak termasuk pengusaha 
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kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk pengusaha yang sejak semula bermaksud 

melakukan penyerapan BKP/JKP. 

Bukan Pengusaha Kena Pajak: 

Terhadap subjek pajak bukan Pengusaha kena pajak,PPN akan tetap terutang walaupun yang 

melakukan kegiatan merupakan objek pajak seperti: Impor BKP,Pemanfaatan BKP tidak 

berwujud dan pemanfaatan JKP pajak luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 

Tarif dasar PPN untuk BKP/JKP sesuai aturan Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan perpajakan adalah sebesar 11% dikali dasar pengenaan pajak yang berlaku 

efektif 1 April tahun 2022. 

 

Tabel 2.1. Tabel Pengukuran klasifikasi tingkat Pemahaman PP No 4 Tahun 2022 Di  Wilayah 

Jabodetabek 

Pengukuran dan Kategori Tingkat Persentase Pemahaman 

Kurang Paham <50% 

Cukup Paham 51%-79% 

Paham 80%-89% 

Sangat Paham                           90%-100% 

 

Sumber data: Data diolah oleh penulis (tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 

Januari tahun 2023) 

Sesuai PP No 44 tahun 2022 , Bab I,Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 

Pajak Pertambahan Nilai.Sesuai Angka 4, Pajak Penjualan atas barang mewah adalah pajak 

penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pajak Pertambahan 

Nilai, angka 5 masa pajak adalah  jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung,menyetor,dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu 

sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Angka 6, Daerah Pabean  adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat,perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif 

dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang undang yang mengatur kepabeanan.Angka 

13, Pengusaha kena pajak adalah  pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan 

atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang Undang Pajak 

Pertambahan Nilai. 

Terkait dengan brang kena pajak dan jasa kena pajak untuk pemakaian sendiri dan atau 

pemberian Cuma Cuma barang kena pajak merupakan penyerahan barang kena pajak yang 

dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah.Penyerahan ha katas barang kena pajak karena suatu perjanjian termasuk dalam 

pengertian penyerahan barang kena pajak.Dasar pengenaan pajak meliputi jumlah: harga 

jual,penggantian,nilai impor,nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri.Dasap 

pengenaan pajak atas penyerahan abrang kena pajak yang terolong mewah yang dilakukan oleh 

pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah atau atas impor BKP yang 

tergolong mewah, tidak termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah 

yang dikenakan atas penyerahan atau atas impor BKP yang terolong mewah tersebut. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan konten analisis yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam 

.Menurut (Sugiyono,2013) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci,Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara 

langsung.Menurut Sekaran dan Bougie (2017) populasi merupakan keseluruhan kelompok 

orang,kejadian,atau hal hal lain yang akan diinvestigasi oleh peneliti.Dalam penelitian 

http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index
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metode deskriptif kualitatif ini peneliti mengambil polupasi dan responden Pengusaha kena Pajak 

di  idang sektor perdagangan bebas,industry bebas,frinhise dan retail besar  dalam negeri di 

Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

 

Tabel 3.1. Daftar Pengusaha Kena Pajak dari Sektor Perdaganagan  dan Industri dan Franhise 

dan retail besar Dalam negeri di Wilayah Jabodetabek 

No Jenis Usaha  Jumlah 

1.  Perdagangan bebas 4 

2.  Industri Bebas 6 

3.  Frinhise 7 

4.  Retail besar 8 

 Jumlah 25 

 

Sumber:Data diolah oleh peneliti , (17 Desember 2022– 5 Januari  tahun 2023) 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

konten analisis dengan indikator tertentu. Peneliti melakukan wawancara secara langsung ke 

lapangan yang diwakili oleh 25 informan  di wilayah yang peneliti lakukan pada tanggal 17 

Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2023 Jabodetabek dengan rincian sebagai 

berikut 

4 Informan  di wilayah Tangerang (Kawasan BSD) 

6 Informan  di Wilayah Cikarang Kota Bekasi 

7 Informan Wilayah DKI Jakarta ( 3 Jakarta Timur dan 4 Jakarta Selatan) 

8 Informan Wilayah Bogor 

 

 

Tabel  3.2: Konten analisis :  Indikator Informasi regulasi PP No 44 tahun 2022 

No                       KONTEN PENELITIAN 

1 Pemahaman PP No 44 tahun 2022 tentang pengenaan PPn dan PPn BM atas 

transaksi perdagangan dalam negeri 

2 Pengetahuan tentang jenis kendaraan bermotor  roda empat yang PPN,atau 

PPn BM  

3 Pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi PP No 44 tahun 2022 untuk 

jenis transaksi perdagang barang mewah/barang mewah tertentu 

4 Kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan 

Barang mewah 

Sumber data: Data Diolah oleh PenelitiTanggal 17 Desember  2022 sampai dengan Tanggal 5 

Januari tahun 2023 

 

Pertanyaan yang diajukan ke Informan    : 

4 Informan  di wilayah Tangerang (Kawasan BSD) 

6 Informan  di Wilayah Cikarang Kota Bekasi 

7 Informan Wilayah DKI Jakarta ( 3 Jakarta Timur dan 4 Jakarta Selatan) 

8 Informan Wilayah Bogor 

 

1 Pemahaman PP No 44 tahun 2022 tentang pengenaan PPN dan 

PPn BM atas transaksi perdagangan dalam negeri                                      

 

Pertanyaan yang diajukan: 

1. Apakah bapak/Ibu sudah memahami mengenai PP No 44 tahun 2022 tentang revisi PPN 

dan PPn BM  Revisi dari UU  No 7 tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan yang berlaku efektif tanggal 01 April tahun 2022? 



Jurnal Riset Akuntansi Politala  e-ISSN: 2656-7652 

                            Vol. 6 No. 2, Desember 2023, pp.278-288   p-ISSN: 2715-4610 

                                                                        http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index 

 

 

 

283 

PENTINGNYA PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 2022 KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK 

DI WILAYAH JABODETABEK 
 

2. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui perubahan perubahannya terkait pengenaan barang 

kena pajak dan jasa kena pajak untuk transaksi perdagangan dalam negeri? 

3. APakah bapak/Ibu sudah puas dengan diterbitkannya PP No 44 tahun 2022 ini? 

4. Apakah pihak Pemerintah setempat sudah melakukan sosialisasi terkait PP No 44 tahun 

2022 kepada para pengusaha? 

 

2. Pengetahuan tentang jenis kendaraan bermotor roda empat yang PPN,atau PPn BM nya 

ditanggung pemerintah  

 

Pertanyaan yang diajukan: 

 

1. Apakah bapak/ibu mengetahu PPN /PPn BM yang ditanggung Pemerintah?                                            

2. Apakah usaha bapak/ibu pernah dapat fasilitas PPN /PPn Bm yang ditanggung 

Pemerintah? 

3. Menurut Bapak Ibu, setujukah bapak/ibu jika fasilitas PPN atau PPn BM itu 

dihapus atau ditiadakan oleh Pemerintah mengingat saat ini pemerintah sangat 

membutuhkan dana dari sektor pajak untuk penerimaan negara untuk pembiayaan 

dalam negeri dan membayar hutang luar negeri? 

 

3.Pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi PP No 44 tahun 2022 untuk jenis transaksi 

perdagang   barang mewah/barang mewah tertentu: 

Pertanyaan yang diajukan: 

1. Apakah bapak/ibu sudah memahami terkait aturan regulasi pengenaan PPn /PPn Bm atas 

barang kena pajak/Jasa Kena Pajak atas transaksi usaha perdagangan tertentu? 

2. Apakah bapak/Ibu sudah pernah dikenai tarif pajak sesuai dengan PP No 44 tahun 2022 

untuk transaksi perdagangan abrang kenapa pajak/jasa kena pajak tertentu atau transaksi 

pengenaan atas transaksi perdagangan barang kena pajak secara normal? 

 

4.Kesempatan untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak atas penyerahan 

             Barang mewah  

 

 Pertanyaan yang diajukan: 

1. Apakah bapak/ibu sudah pernah mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas insentif pajak 

atas penyerahan barang mewah sesuai aturan/regulasi pemerintah? 

2. Setujukah bapak/ibu apabila insentif pajak atas penyerahan abrang mewah ditiadakan 

untuk mendukung sektor perpajakan dalam menambah pendapatan negara sektor pajak? 

3. Setujukah bapak/ibu apabila fasilitas insentif pajak diberikan kepada Pengusaha Kena 

Pajak yang sudah berkontribusi pajak kisaran lebih dari 10 milyard -20 milyard per 

bulannya atas pengenaan pajak PPn atau PPn Bm dengan tarif 11 % sejak 

diberlakukannya tanggal 01 April tahun 2022? 

 

Terkait dengan kebijakan perpajakan oleh Pemerintah PP No 44 tahun 2022: 

Pertanyaan yang diajukan kepada 25 Informan : 

1. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan pemberlakuan PP No 44 tahun 2022 tentang  penerapan  

terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 

 

2. Apakah Bapak/Ibu setuju jika pemberlakuan PP No 44 tahun 2022 tentang penerapan 

terhadap pajak pertambahan nilai abrang dan jasa dan pajak penjualan atas barang 

http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index


Jurnal Riset Akuntansi Politala  e-ISSN: 2656-7652 

                            Vol. 6 No. 2, Desember 2023, pp.278-288   p-ISSN: 2715-4610 

                                                                        http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index 

 

 

 

284 

 JRA POLITALA 

VOL. 6 NO.2.  (2022)  278-288 

mewah dilakukan secara berkelanjutan dan transparan mengikuti perkembangan situasi 

dan kondisi di Tanah Air dan disempurnakan ? 

 

Kriteria responden dan informan yang peneliti wawancarai baik secara langsung dan secara daring 

(Zoom meetingnya Bu Ratih) adalah: 

- Pengusaha besar dan pengusaha menengah yang usahanya sudah dikenakan PPn dan PPn 

BM ( tarif 11% di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. 

Pengambilan data menggunakan Teknik wawancara secara langsung dan daring zoom 

meetingnya Bu Ratih  pada tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan 18 Desember 2022 sekitar 

pukul 10.00-21.00 Wib. 

Tabel 3.2. Tabel Karakteristik Informan berdasarkan Umur 

No Usia/Umur Jumlah Informan Persentase 

1.  Kurang  25-30  tahun 5 20% 

2.  31 thn-40 thn 5 20% 

3.  41 thn-50 thn 10 40% 

4.  Lebih>50 tahun 5  20% 

Jumlah                                                                 25 100 

 

Sumber Data :Data  diolah oleh peneliti  (Tanggal 17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023) 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kriteria responden dan informan yang peneliti wawancarai adalah: 

- Pengusaha besar dan pengusaha menengah yang usahanya sudah dikenakan PPN dan PPn 

BM ( tarif 11% di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya yang berlaku efektif sejak 1 April 

tahun 2022 mengacu pada UU No 21 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan. 

Pengambilan data menggunakan Teknik wawancara secara langsung dan daring zoom 

meetingnya Bu Ratih  pada tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan 05 Januari 2023 sekitar 

pukul 10.00-21.00 Wib. 

Tabel 4.1. Tabel Hasil Penelitian Karakteristik Informan berdasarkan Klasifikasi Usaha  

No Klasifikasi usaha Jumlah Informan Persentase 

1 Klasifikasi Usaha Besar 

(Perdagangan besar perdagangan dan 

industri) 

10 40% 

2 Klasifikasi usaha(Perdagangan besar 

eceran dagang dan industri) 

9 35% 

3 Klasifikasi usaha (berdasarkan 

UMKM kelas Menengah keatas) 

6 25% 

Jumlah                                                 25 100 % 

 

Sumber Data :Data  diolah oleh peneliti  (17 Desember  2022 s/d 5 Januari 2023) 

 

 

 

Tabel 4.2. Tabel Data Responden Informan Untuk setiap Wilayah 

 

No Indikator dan Jenis  Pengusaha Kena Pajak (PKP) Jumlah 

UMKM 

1.  Pengusaha Besar jenis perdagangan  besar dan industry  

wilayah Jabodetabek 

10 
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2.  Perdagangan eceran /retail dagang dan industry Wilayah 

Jabodetabek 

                  9 

3.  Perdaganagan UMKM menengah keatas                    6 

 Jumlah Responden/Informan              25 

Sumber data: Data diolah peneliti,(17 Desember 2022 s/d 5 Januari 2023) 

 

 
 

Hasil penelitian yang didapat di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara langsung 

secara daring zoom meeting bu Ratih  kepada 25 Responden atau informan terlihat dalam diagram 

lingkaran yang menunjukkan bahwa sebesar 40 % berasal dari lingkungan usaha besar dan 

industry yang berusia antara 41 tahun sampai dengan 50 tahun.Sebesar 25 % berasal dari 

lingkungan usaha yang berasal dari usaha retail dagang dan industry yang berusia dibawah 25 

tahun sampai 40 tahun dan sebesar 35 % berasal dari lingkungan usaha perdagangan UMKM 

menengah keatas yang berusia diatas 50 tahun. 

 

Atas jawaban wawancara yang dilakukan  secara langsung dan daring zoom meetingnya bu Ratih 

dari 25 informan adalah menunjukkan  bahwa: 

Sesuai butir pertanyaan No 1:menunjukkan  bahwa Sebanyak 20 orang yaitu sebesar 80%  belum 

mengetahui dan  sebesar 5 orang yaitu sebesar hanya 20 %  mengetahui PP No 44 tahun 2022 dan 

sebanyak 65 % puas atas diterbitkannya PP No 44 tahun 2022 dan sebear 35 % belum puas dengan 

diterbitkannya PP No 44 tahun 2022. 

 

Berdasarkan hasil wawancara sesuai butir pertanyaan No 2:Pelaku usaha perdagangan besar 

dan eceran dan industry belum mengetahui sepenuhnya terkait PPn dan PPn Bm yang 

ditanggung pemerintah sebanyak 80% dan sebesar 20% sudah mengetahuinya dan mereka  

setuju terkait penghapusan sebagia atas PPN dan PPn BM yang ditanggung pemerintah untuk 

menunjang sektor pajak dalam meningkatkan pendapatan nasional negara sebesar 85% dan 

sisanya sebesar 15% kurang setuju. 

 

Jawaban responden dan informan terkaitPenerapan PP No 44 tahun 2022 dan insentif pajak atas 

PPN dan PPn BM dan keberlanjutan penerapan PP No 44 Tahun 2022 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pengusaha besar,retail besar dan pengusaha 

UMKM menengah keatas mereka memahami PP No 44 tahun 2022 sebesar 75% dan 

sisnya sebesar 25% kurang memahami, sebesar 80% para pengusaha mengetahui adanya 

insentif pajak dan sisanya sebesar 20% tidak mengetahui adanya insentif pajak fasilitas 

dari pemerintah. Dari hasil wawancara terhadap 25 orang informan diketahui bahwa 

sebesar 100% sebanyak 25 orang informan menyetujui diterapkannya dan 

diberlakukannya dan disempurnakannya PP No 44 tahun 2022 untuk menunjang sektor 

dunia usaha mereka dan meningkatkan pendapatan negara sektor pajak terutaa dari 

pengenaan PPn dan PPn Bm di Wilayah Jabodetabek tersebut. 

 

 

40%

35%

25%

Grafik 
Wawancara Responden dan 

Informan 
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HASIL PENELITIAN 

INDIKATOR PENILAIAN Paham    Kurang Paham 

Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 

- Produksi Barang Kena Pajak dan Penjualan barang kena pajak 

Terkait perdagangan bebas                                                                     58%                  42% 

- Transaksi penjualan barang kena pajak dan jasa 

Kena pajak untuk transaksi retail menengah 

Keatas                                                                                                         62%                  

38% 

- Pengenaan PPn terhadap Produksi  BKP/JKP                                       40%                  60% 

Termasuk wilayah Pabean             

Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

(PPn BM)                                                                                                              70%                30% 

 

- Wilayah Pabean                                                                                      56%                  44% 

- Wilayah tertentu yang diawasi oleh Pemerintah                               60%                  40% 

Pemahaman mengenai pengenaan Pajak Penjualan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Yang dikenakan tarif 11 % yang berlaku per 1 April tahun 2022 

           -Di Kawasan Wilayah pabean                                                            40%                  60% 

           -Wilayah tertentu yang diawasi oleh Pemerintah                           60%                 40%                                       

Sumber data: Data Diolah oleh Peneliti Tanggal 17 Desember  2022  s/d 5 Januari 2023 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: 

1. Perlu peningkatan pemahaman ecara efektif dan efisien dan maksimal kepada para 

pengusaha kena pajak (PKP) terkait terbitnya PP No 44 tahun 2022 khususnya di Wilayah 

Jabodetabek dan sekitarnya 

2. Perlunya sosialisasi PP No 4 tahun 2022 bagi calon pengusaha kena pajak yang memiliki 

omzet dalam jumlah besar yang memungkinkan dikenakan PPn dan PPn Bm pasca 

terbitnya UU HPP yang berlaku 1 April tahun 2022 dan PP No 44 tahun 2022 secara 

efektif,efisien dan berkelanjutan 

3. Pentingnya menanamkan kesadaran pada masyarakat melalui sosialisasi pengenaan PPN 

dan PPn BM di Wilayah Pabean di Wilayah Jabodetabek dan sekitarnya untuk tujuan 

maksimalisasi penerimaan pajak nasional 
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